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ABSTRACT
This study aims to explained how the implementation of PMK-28/PMK.03/2020 about Tax Facility on goods and services which needed in order to againts Covid-19 pandemic. There is misunderstood on how to described VAT’s facilities with VAT’s incentives. However the researcher try to explained the reason of Government policy in VAT incentives.
The result demonstrates that the implementation of PMK-28/PMK.03/2020 is based on Government fast act to overcame Covid-19 pandemic. The research shows that VAT’s incentives is different witf VAT’s facilities based on VAT’s law. However, by giving this VAT’s incentives,  the government try to did not break the rules in VAT’s law. This can be seen that VAT-in and VAT-out mechanism is implemented in this VAT’s Incentives.
In this study, it is argued that the implementation of PMK-28/PMK.03/2020 is a VAT’s incentives and is not part of VAT’s facilities based on VAT’s law.

ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana berlakuya PMK-28/PMK.03/2020, berkaitan dengan PPN DTP sebagai fasilitas atau insentif PPN. Terjadi kerancuan pemahaman antara fasilitas PPN berdasarkan UU PPN dengan insentif PPN DTP. Walaupun demikian, peneliti mencoba menjelaskan alasan Pemerintah memberikan insentif PPN.
Hasil penelitian menunjukan bahwa  penerapan PMK-28/PMK.03/2020 didasari oleh inisiatif cepat Pemerintah dalam menanggulangi wabah Covid-19. Penelitian menunjukan bahwa insentif PPN DTP, tidak termasuk dalam fasilitas yang diatur oleh UU PPN. Akan tetapi, pemberian insentif ini berusaha tidak melanggar aturan yang diatur oleh UU PPN. Hal ini dapat terlihat mekanisme PK-PM tetap berjalan, walaupun atas beban PK ditanggung oleh Pemerintah.
Dalam penelitian ini, dapat dismpulkan bahwa penerapan PMK-28/PMK.03/2020   adalah pemberian insentif pajak  dan bukan fasilitas PPN sebagaimana ditur dalam UU PPN.
























Halaman 1

PENDAHULUAN 

Virus Korona, wabah virus ini sudah mengguncang dunia. Virus ini pertama kali muncul di kota Wuhan negara Cina pada akhir tahun 2019 (Bai dll., 2020). Munculnya wabah virus Korona yang lebih dikenal dengan nama Covid-19, membuat pandemi yang melanda seluruh dunia, tidak terkecuali Indonesia. Virus ini membuat perekonomian Indonesia ikut terancam, dikarenakan adanya kebijakan “social distancing” yang diikuti dengan keluarnya Peraturan Pemerintah nomor 21 (PP-21) tahun 2020 tentang “Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)”. Dalam rangka menyelamatkan perekonomian Indonesia, Pemerintah selanjutnya mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 (Perpu No.1/2020) tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.
Selain dikeluarkannya Perpu No.1/2020, Pemerintah juga menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) RI nomor 28/PMK.03/2020 tentang Pemberian Fasilitas Pajak Terhadap Barang Dan Jasa Yang Diperlukan Dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019. PMK ini diterbitkan bertujuan untuk “mendukung ketersediaan obat-obatan, alat kesehatan, dan alat pendukung lainnya untuk penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)”. Bentuk Fasiltas yang diberikan adalah insentif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Ditanggung Pemerintah (DTP).
Dalam PMK-28/PMK.03/2020 disebutkan Insentif PPN DTP diberikan atas penyerahan barang kena pajak (BKP) dan pemanfaatan jasa kena pajak (JKP), dalam rangka penanganan pandemi Korona. Insentif ini dapat membantu pengadaan obat-obatan dan pendukung kesehatan lainnya dalam rangka menangani pandemi Korona, karena tidak dibebani tambahan biaya berupa PPN. PPN DTP ini pada dasarnya tetap terutang, tetapi dibayar oleh Pemerintah. Pemberian PPN DTP ini bukan pertama kali diberikan pemerintah karena sebelumnya PPN DTP ini juga pernah diterapkan. Contohnya adalah  DTP atas penyerahan Minyak Goreng, untuk membantu masyarakat akibat adanya pelemahan ekonomi saat itu.
Fasilitas PPN DTP sebenarnya tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 (UU PPN). UU PPN hanya mengatur fasilitas PPN berupa PPN dibebaskan dan PPN terutang tidak dipungut. Sehingga dasar hukum pemberian insentif PPN DTP ini menjadi pertanyan, apakah tergolong kedalam bentuk fasilitas.
Mengingat pemberian insentif PPN DTP didasari oleh keadaan yang bersifat urgent, maka pemberian insentif  ini dinilai tepat untuk segera menangani masalah yang ada. Dengan insentif ini, Pemerintah menanggung PPN yang terutang atas transaksi-transaksi yang dikategorikan mendapat insentif ini. Sehingga para pengusaha yang bertransaksi tidak terbebani PPN dalam melakukan transaksi-transaksi tersebut.
Dengan diberikannya insentif PPN DTP ini, penulis berupaya melihat perbandingan, apakah pemberian insentif ini termasuk kedalam kriteria fasilitas yang disebutkan dalam UU PPN. Mengingat insentif PPN DTP tidak disebutkan kedalam golongan fasilitas PPN dalam UU PPN. Pemberian insentif PPN DTP ini juga bukan pertama kalinya diberikan oleh Pemerintah. Karena hal tersebut pembelajaran ini dibuat sebagai konstribusi penulis atas penelitian tentang PPN DTP di Indonesia.

KERANGKA TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS 
Definisi Fasilitas PPN
Fasilitas PPN di dalam UU PPN didefinisikan sebagai “kemudahan dalam bidang perpajakan yang benar-benar diperlukan terutama untuk berhasilnya sektor kegiatan ekonomi yang berprioritas tinggi dalam skala nasional, mendorong perkembangan dunia usaha dan meningkatkan daya saing, mendukung pertahanan nasional, serta memperlancar pembangunan nasional”. Melihat definisi ini, Penulis menginterprestasikan bahwa fasilitas ini bisa bersifat sementara atau seterusnya dan ditujukan kepada sektor-sektor tertentu. Sehingga segala transaksi pada sektor yang masuk kedalam definisi tersebut akan otomatis mendapat fasilitas PPN berdasarkan UU PPN tersebut. Tetapi pemberian fasilitas ini diatur lebih lanjut oleh Pemerintah, untuk menentukan sektor mana yang dapat memperoleh fasilitas.
Dikenal dua fasilitas yang disebutkan di dalam UU PPN, yaitu PPN Dibebaskan dan PPN Terutang Tidak Dipungut. Perlu dipahami, bahwa sebenarnya atas transaksi tersebut sebenarnya terutang PPN, tetapi berdasarkan Undang-Undang, transaksi tersebut mendapatkan fasilitas untuk tidak membayar PPN. Sehingga harus dapat dibedakan pengertian fasilitas PPN dengan transaksi tidak terutang PPN. Hal ini dikarenakan transaksi yang tidak terutang PPN, secara implisit disebutkan dalam UU PPN tidak dikenakan PPN (Pasal 4A UU PPN). Untuk memahami lebih jauh pengertian fasilitas PPN ini, maka penulis akan mencoba membahas dua jenis fasilitas tersebut pada pembahasan.
Pengertian PPN DTP
Dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.05/2010 Tentang Mekanisme Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Atas Pajak Ditanggung Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 237/PMK.05/2011, Pajak ditanggung Pemerintah (P-DTP) adalah “pajak terutang yang dibayar oleh pemerintah dengan pagu anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara”. Sehingga pengertian PPN DTP dapat diartikan sebagai PPN yang terutang yang dibayarkan oleh Pemerintah.
Pemerintah akan menyiapkan dana untuk membayar PPN yang terutang atas transaksi yang diberikan insentif PPN DTP. Sehingga Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang melakukan transaksi tetap membuat faktur pajak, tetapi atas PPN yang terutang dibayarkan oleh Pemerintah, bukan konsumen akhir.
Fungsi Pajak 
Terdapat dua jenis fungsi pajak menurut Nurmantu (2005), yaitu:
a. Fungsi Budgeter, yaitu fungsi pajak dalam mengumpulkan dana secara maksimal kedalam kas negara;
b. Fungsi Regulerend, yaitu fungsi pajak yang digunakan oleh negara dalam rangka mengatur jalannya pemerintahan, untuk tujuan tertentu.
Pemberian Fasilitas pajak oleh Pemerintah termasuk kedalam fungsi Regulerend. Hal ini dikarenakan fasilitas pajak digunakan untuk membantu perekonomian atau tujuan tertentu yang dibutuhkan oleh Pemerintah.
Insentif berupa PPN DTP yang diatur dalam PMK-28/PMK.03/2020 yang bertujuan menangani pandemi Corona Virus Disease, jelas mempermudah pengadaan barang dan jasa yang dibutuhkan pada saat pandemi ini terjadi. Sehingga jelas dengan dikeluarkannya fasilitas PPN DTP ini, fungsi pajak adalah sebagai fungsi Regulerend. Pemerintah mengesampingkan pendapatan pajak untuk kas negara, karena ada hal yang lebih penting untuk ditangani. Walaupun kehilangan funsi Budgeter, tujuan Pemerintah dalam menangani pandemi Korona bisa tercapai dengan fungsi pajak yang lain, yaitu fungsi Regulerend.
Melalui fungsi ini juga, Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang menyediakan barang dan jasa yang dipergunakan dalam rangka menangani pandemi Korona mendapat kemudahan (insentif). Kemudahan tersebut adalah PPN yang seharusnya terutang dibayar oleh Pemerintah. Sehingga beban Konsumen akhir dapat ditanggung oleh Pemerintah dan harga atas barang dan jasa menjadi lebih murah. Dengan demikian Pemerintah menggunakan fungsi ini sebagai alat mengatur masyarakat dibidang ekonomi dan sosial (LM, 2014). Fungsi ekonominya adalah membantu PKP dalam menjalankan usahanya dan fungsi sosialnya adalah menyediakan barang dan jasa secara murah bagi masyarakat.
Penelitian Terdahulu atas PPN DTP
Beberapa peneliti telah melakukan studi tentang penerapan insentif PPN DTP di Indonesia. Effendi (2013) membahas tentang PPN DTP atas minyak goreng dan dampaknya terhadap perekonomian Indonesia. Dalam penelitiannya ditemukan bahwa insentif PPN DTP atas minyak goreng dapat meningkatkan perekonomian secara menyeluruh, karena saat itu perekonomian sedang lemah dan harga minyak goreng tidak stabil. Tetapi penelitian lain menemukan bahwa PPN DTP atas minyak goreng relatif tidak mempengaruhi harga minyak goreng yang tidak stabil (Sunarta, 2010).
Penelitian lainnya tentang PPN DTP atas subsidi LPG tabung tiga kilogram, menunjukan adanya penambahan HPP karena adanya unsur PPN DTP ini (Devi, Endang, dan Destia, 2017). Sehingga insentif ini tidak terlalu berpengaruh kepada harga LPG tabung tiga kilogram. Lebih lanjut, penelitian tentang PPN DTP atas LPG tabung tiga kilogram menemukan bahwa insentif PPN DTP ini menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan, karena insentif PPN DTP tidak diatur dalam UU PPN (Widyaningrum, 2012).
Penulis sendiri belum menemukan penelitian terkait PPN DTP atas penyerahan BKP dan/atau JKP yang diperlukan dalam rangka penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019. Aturan tentang pemberian insentif ini juga terbilang masih baru, yang diterbitkan tanggal 6 April 2020. Tetapi aturan PPN DTP itu sendiri bukan merupakan aturan baru yang diterbitkan oleh Pemerintah. Sehingga pada dasarnya pemberian insentif PPN DTP tersebut, dilatarbelakangi oleh tujuan tententu Pemerintah dalam mengatasi masalah baik perekonomian maupun sosial.
Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, penulis berusaha melihat perbandingan antara aturan PMK-28/PMK.03/2020 tentang PPN DTP atas penyerahan BKP dan/atau JKP yang diperlukan dalam rangka penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019, dengan PPN DTP lain yang pernah diberikan. Penulis juga ingin melihat apakah PMK tersebut telah sesuai dengan ketentuan UU PPN. Adapun perumusan masalah dalam  penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Bagaimanakah bentuk fasilitas menurut UU PPN?
2. Bagaimanakah bentuk fasilitas berupa insentif PPN DTP?
3. Bagaimanakah perbandingan fasilitas PPN menurut UU PPN dengan insentif PPN DTP?
4. Bagaimanakah perbandingan PPN DTP atas penanganan pandemi Covid-19 dengan PPN DTP lainnya? 
Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan di atas akan digunakan metode penelitian yang akan dibahas pada bagian berikutnya.
METODE PENELITIAN
Subjek Penelitian
Subjek pada penelitian ini adalah PPN DTP atas penyerahan BKP dan/atau JKP yang diperlukan dalam rangka penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 yang diterbitkan melalui PMK-28/PMK.03/2020. Subjek penelitian ini akan dibandingkan dengan Fasilitas PPN berdasarkan UU PPN dan PPN DTP lainnya yang pernah diberikan
Metode Pengumpulan Data 
Pada penelitian ini penulis menggunakan metode pengumpulan data studi literatur. Studi literatur adalah penelitian  yang  dilakukan  melalui pengumpulan  data  berupa aturan atau karya tulis ilmiah, yang berhubungan dengan obyek penelitian, untuk memecahkan  suatu  masalah  yang  bertumpu  pada  penelaahan kritis dan mendalam terhadap bahan-bahan pustaka yang relevan (Sanusi, 2011). Dimana dari literature yang ada, penulis akan membuat pembahasan deskriptif tentang  subjek yang menjadi permasalahan.
HASIL PENELITIAN
Hasil Pembahasan Fasilitas PPN dalam UU PPN
Seperti dibahas sebelumnya, dalam UU PPN hanya terdapat dua fasilitas PPN yaitu PPN terutang Tidak Dipungut dan PPN Dibebaskan. Pemberin fasilitas ini juga dibatasi dengan hal-hal tertentu yang dianggap bersifat strategis dan untuk kepentingan masyarakat banyak. Sehingga pemberian fasilitas PPN tidak sembarangan digunakan oleh PKP dalam bertransaksi.
Dalam Pasal 16B UU PPN disebutkan “Pajak terutang tidak dipungut sebagian atau seluruhnya atau dibebaskan dari pengenaan pajak, baik untuk sementara waktu maupun selamanya, untuk:
a. kegiatan di kawasan tertentu atau tempat tertentu di dalam Daerah Pabean;
b. penyerahan Barang Kena Pajak tertentu atau penyerahan Jasa Kena Pajak tertentu;
c. impor Barang Kena Pajak tertentu;
d. pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud tertentu dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean; dan
e. pemanfaatan Jasa Kena Pajak tertentu dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean diatur dengan Peraturan Pemerintah”. 
Lebih lanjut dalam penjelasan Pasal 16B disebutkan “Kemudahan perpajakan yang diatur dalam pasal ini diberikan terbatas untuk:
a. mendorong ekspor yang merupakan prioritas nasional di Tempat Penimbunan Berikat, atau untuk mengembangkan wilayah dalam Daerah Pabean yang dibentuk khusus untuk maksud tersebut;
b. menampung kemungkinan perjanjian dengan negara lain dalam bidang perdagangan dan investasi, konvensi internasional yang telah diratifikasi, serta kelaziman internasional lainnya;
c. mendorong peningkatan kesehatan masyarakat melalui pengadaan vaksin yang diperlukan dalam rangka Program Imunisasi Nasional;
d. menjamin tersedianya peralatan Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Republik Indonesia (TNI/POLRI) yang memadai untuk melindungi wilayah Republik Indonesia dari ancaman eksternal maupun internal;
e. menjamin tersedianya data batas dan foto udara wilayah Republik Indonesia yang dilakukan oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI) untuk mendukung pertahanan nasional;
f. meningkatkan pendidikan dan kecerdasan bangsa dengan membantu tersedianya buku pelajaran umum, kitab suci, dan buku pelajaran agama dengan harga yang relatif terjangkau masyarakat;
g. mendorong pembangunan tempat ibadah;
h. menjamin tersedianya perumahan yang harganya terjangkau oleh masyarakat lapisan bawah, yaitu rumah sederhana, rumah sangat sederhana, dan rumah susun sederhana;
i. mendorong pengembangan armada nasional di bidang angkutan darat, air, dan udara;
j. mendorong pembangunan nasional dengan membantu tersedianya barang yang bersifat strategis, seperti bahan baku kerajinan perak;
k. menjamin terlaksananya proyek pemerintah yang dibiayai dengan hibah dan/atau dana pinjaman luar negeri;
l. mengakomodasi kelaziman internasional dalam importasi Barang Kena Pajak tertentu yang dibebaskan dari pungutan Bea Masuk;
m. membantu tersedianya Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang diperlukan dalam rangka penanganan bencana alam yang ditetapkan sebagai bencana alam nasional;
n. menjamin tersedianya air bersih dan listrik yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat; dan/atau
o. menjamin tersedianya angkutan umum di udara untuk mendorong kelancaran perpindahan arus barang dan orang di daerah tertentu yang tidak tersedia sarana transportasi lainnya yang memadai, yang perbandingan antara volume barang dan orang yang harus dipindahkan dengan sarana transportasi yang tersedia sangat tinggi”.
Pemberian fasilitas PPN diatur lebih lanjut oleh Peraturan Pemerintah (PP). Berikut fasilitas PPN Dibebaskan yang pernah diberikan Pemerintah:
Tabel 1
Daftar Fasilitas PPN Dibebaskan
	Dasar Hukum
	Transaksi Yang Diberikan Fasilitas

	PP-81/2015
	BKP tertentu yang berifat strategis, antara lain:
· Mesin dan peralatan pabrik;
· BKP hasil SDA (Kelautan, Kehutanan, Peternakan, dan Perkebunan);
· Bahan baku kerajinn Perak;
· Rumah dan /atau Rumah Susun Sederhana

	PP38/2003
	penyerahan buku-buku pelajaran umum, kitab suci, buku-buku pelajaran agama, Senjata/amunisi untuk TNI/POLRI, Rumah Asrama Mahasiswa, Vaksin Polio, Kapal Laut/Danau/Sungai,  Kereta Api dan Suku Cadangnya, dan Pesawat Udara dan Suku Cadangnya

	PP40/2015
	penyerahan air bersih oleh pengusaha


Sumber: Resume PP diolah sendiri (2020)

Selain PPN  Dibebaskan, Pemerintah juga pernah memberikan fasilitas PPN Terutang Tidak Dipungut. Berikut adalah contoh fasilitas PPN Terutang Tidak Dipungut:
Tabel 2
Daftar Fasilitan PPN Terutang Tidak Dipungut
	Dasar Hukum
	Transaksi Yang Diberikan Fasilitas

	PP-10/2012
	Pemasukan Barang ke Kawasan Bebas dari tempat lain dalam Daerah Pabean melalui pelabuhan atau bandar udara yang ditunjuk, pemanfaatan BKP tidak berwujud, dan JKP ke Kawasan Bebas dari tempat lain dalam Daerah Pabean 

	PP-106/2015
	penyerahan Barang Kena Pajak tertentu yang bersifat strategis berupa anode slime kepada Pengusaha Kena Pajak yang melakukan kegiatan usaha di bidang pengolahan anode slime menjadi emas batangan

	PP-50/2019
	impor dan/atau penyerahan alat angkutan tertentu dan/atau penyerahan jasa terkait alat angkutan tertentu yang digunakan oleh TNI/POLRI  dan Perusahaan Angkutan Dalam Negeri


 Sumber : Resume PP diolah sendiri (2020)

Dengan pemberian fasilitas PPN ini mengakibatkan pajak keluaran (PK) atas penyerahan BKP/JKP ini tidak ada (PK=0). Begitu pula mengenai pengkreditan pajak masukan (PM)  atas perolehan BKP/JKP yang atas penyerahannya mendapat fasilitas PPN. Dua fasilitas PPN ini mempunyai aturan yang berbeda mengenai pengkreditan pajak masukan (PM) atas perolehan BKP/JKP-nya. Atas PPN Dibebaskan, PM atas perolehannya tidak dapat dikreditkan. Sedangkan untuk PPN Terutang Tidak Dipugut, atas PM perolehannya dapat dikreditkan. Untuk membedakan transaksi yang mendapat fasilitas PPN, dapat dilihat dari dokumen faktur pajak (FP).
Setiap transaksi yang dilakukan oleh PKP, wajib dibuat FP, kecuali atas transaksi yang tidak terutang PPN. Tidak terkecuali transaksi yang mendapat fasilitas PPN, PKP tetap wajib membuat faktur pajak. Setiap FP mempunyai nomor yang berbeda, dengan format yag sudah diatur oleh ketentuan perpajakan. Ketentuan tentang format FP diatur dalam PER-24/PJ/2012, dimana berdasarkan aturan tersebut forat penomoran FP adalah sebagai berikut:

Gambar 1
Format Penomoran FP
[image: ]
 Sumber : Caption Lampiran PER-24/PJ/2012 (2020)

Dari format penomoran FP dalam Gambar 1, perbedaan antara fasilitas PPN dibebaskan dengan PPN Terutang Tidak Dipungut adalah pada “Kode Transaksi”. Untuk  transaksi fasilitas PPN Dibebaskan menggunakan kode transaksi “08”, sedangkan untuk transaksi atas fasilitas PPN Terutang Tidak Dipungut menggunakan kode transaksi “07”. Sehingga apabila terdapat PK dengan FP kode transaksi “08” maka PM atas perolehannya tidak dapat dikreditkan. Sebaliknya apabila terdapat PK dengan FP kode transaksi “07”, maka atas PM perolehannya dapat dikreditkan. 
Untuk memahami  perbedaan mekanisme PK-PM atas fasilitas PPN, dapat disajikan melalui ilustrasi. Ilustrasi untuk fasilitas PPN Dibebaskan dapat disajikan dalam tabel berikut:
Tabel 3
Mekanisme PK-PM Fasilitas PPN Dibebaskan
[image: ]
 Sumber : Ilustrasi diolah sendiri (2020)

Sedangkan mekanisme PK-PM untk fasilitas PPN Terutang Tidak Dipungut, dapat disajikan dalam tabel berikut:
Tabel 4
Mekanisme PK-PM Fasilitas PPN Terutang Tidak Dipungut
[image: ]
 Sumber : Ilustrasi diolah sendiri (2020)

Dari Tabel 3 terlihat bahwa apabila fasilitas PPN yang diberikan adalah PPN Dibebaskan maka atas PM yang tidak dapat dikreditkan akan dibebankan ke harga jual oleh PKP, karena Pengusaha tidak mau dirugikan. Tetapi konsumen akhirpun masih mendapat keuntungan sebesar Rp1.000.000,00, karena seharusnya nilai penyerahannya adalah harga penyerahan ditambah PPN 10%. Sehingga secara nominal apabila tanpa fasilitas PPN Dibebaskan harga penyerahannya adalah Rp121.000.000,00 (Rp110.000.000,00 + Rp11.000.000,00). Dari segi PKP sendiri, atas fasilitas PPN Dibebaskan ini tidak berpengaruh ke labanya.
Apabila penulis melihat Tabel 4, dapat dijelaskan bahwa Nilai Penyerahan kepada Konsumen akhir dapat lebih rendah dibanding PPN Dibebaskan. Konsumen mendapat potongan harga sebesar Rp11.000.000,00 dari Nilai Normal Rp121.000.000,00.  Sedangkan dari segi PKP, laba yang dihasilkan sama dengan PPN Dibebaskan. Tetapi dari segi cashflow PKP dirugikan, karena walaupun lebih bayar PPN dapat direstitusi, tetapi akan memakan waktu untuk proses pengembaliannya.
Hasil Pembahasan PPN DTP
Seperti sudah dibahas dalam definisi PPN DTP, bahwa PK terutang atas penyerahan BKP/JKP dibayar oleh Pemerintah. Pemberian insentif PPN DTP sudah beberapa kali diberikan oleh Pemerintah. Berikut adalah beberapa daftar yang dapat penulis rangkum dalam sepuluh tahun terakhir: 
Tabel 5
Daftar PPN DTP
	Dasar Hukum
	Transaksi Yang Diberikan Fasilitas

	PMK-25/PMK.011/2010
	Penyerahan Minyak Goreng Kemasan Sederhana Di Dalam Negeri Untuk Tahun Anggaran 2010

	PMK-215/PMK.03/2010
	Subsidi Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Nabati Dan Liquefied Petroleum Gas (LPG) Tabung 3 (Tiga) Kilogram Bersubsidi Tahun Anggaran 2010

	PMK-251/PMK.011/2010
	Transaksi Murabahah Perbankan Syariah Tahun Anggaran 2010

	PMK-26/PMK.011/2011
	Penyerahan Minyak Goreng Kemasan Sederhana Di Dalam Negeri Untuk Tahun Anggaran 2011

	PMK-29/PMK.011/2011
	Penyerahan Minyak Goreng Sawit Curah Di Dalam Negeri Untuk Tahun Anggaran 2011

	PMK-88/PMK.011/2011
	Subsidi Bahan Bakar Minyak Jenis Tertentu Dan Liquefied Petroleum Gas (Lpg) Tabung 3 (Tiga) Kilogram Bersubsidi Tahun Anggaran 2011

	PMK-28/PMK.03/2020
	Perolehan BKP: obat-obatan; vaksin; peralatan laboratorium; peralatan pendeteksi; peralatan pelindung diri; peralatan untuk perawatan pasien; dan/atau peralatan pendukung lainnya yang dinyatakan untuk keperluan penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
Perolehan JKP: yang diperlukan dalam rangka penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
Dalam Masa Pajak April 2020 sampai dengan Masa Pajak September 2020


 Sumber : Resume PMK diolah sendiri (2020)
 
Pemberian insentif PPN DTP tidak mengakibatkan PK atas penyerahan BKP/JKP menjadi nihil. Mekanisme PK-PM tetap berjalan seperti transaksi normal, hanya PK atas transaksi tersebut dibayar oleh Pemerintah. Pemerintah akan mengeluarkan dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk membayar PPN DTP. Transaksi yang mendapat insentif PPN DTP juga wajib membuat FP. Kode transaksi dalam penomoran FP atas PPN DTP dengan PPN Terutang tidak Dipungut adalah sama. Kode transaksi untuk PPN DTP adalah “07”. PM perolehan atas transaksi yang mendapat insentif PPN DTP juga dapat dikreditkan. Berikut adalah simulasi mekanisme PK-PM atas transaksi PPN DTP: 
Tabel 6
Mekanisme PK-PM PPN DTP
 [image: ]
Sumber : Ilustrasi diolah sendiri (2020)
Berdasarkan Tabel 6, dapat terlihat bahwa mekanisme PK-PM antara PPN Terutang Tidak Dipungut sama dengan PPN DTP. Dimana harga untuk konsumen akhir akan lebih rendah dibandingkan transaksi normal. Akan tetapi dari segi beban administrasi PKP dan Pemerintah akan bertambah. Dimana dalam PMK-28/PMK.03/2020, PKP wajib membuat daftar realisasi PPN DTP yang menjadi tambahan pelaporan selain SPT Masa PPN itu sendiri. Sedangkan untuk Pemerintah, mekanisme pembayaran PPN DTP mengacu kepada PMK-237/PMK.05/2011. Berikut adalah susunan anggaran berdasarkan PMK tersebut:
Gambar 2
Mata Anggaran P-DTP
[image: ]
Sumber : Caption PMK-237/PMK.05/2011 (2020)

Berdasrkan Gambar 2, terdapat anggaran belanja subsidi P-DTP pada sisi pengeluaran dan dari sisi pendapatan terdapat anggaran pendapatan P-DTP. Istilahnya keluar kantong kanan, masuk kantong kiri. 
Hasil Pembahasan atas Perbandingan Fasilitas PPN Dalam UU PPN dan PPN DTP Atas Covid-19 
Penulis juga ingin membandingkan antara fasilitas PPN berdasarkan UU PPN dengan PPN DTP atas Bencana Covid-19. Pertama, Penulis lebih memilih menggunakan kata insentif untuk PPN DTP walaupun di dalam PMK-28/PMK.03/2020 PPN DTP dimasukan kedalam kategori fasilitas pajak, karena apabila menggunakan kata fasilitas maka PPN DTP tidak diakomodir dalam UU PPN. Permasalahan ini juga sudah menjadi temuan BPK sebagaimana sudah dibahas sebelumnya. Pemberian insentif pajak, banyak digunakan Pemerintah dibeberapa negara untuk digunakan dalam kebijakan di bidang sosial (Surrey, 1970). Sedangkan berdasarkan UU PPN, fasilitas PPN lebih digunakan dalam kebijakan peningkatan perekonomian.
Kedua, sebenarnya dalam UU PPN, fasilitas PPN dapat diberikan  untuk “membantu tersedianya Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang diperlukan dalam rangka penanganan bencana alam yang ditetapkan sebagai bencana alam nasional”. Wabah Covid-19 sudah dicanangkan sebagai bencana nasional oleh Pemerintah. Seharusnya segala transaksi terkait penanganan wabah tersebut dapat diberikan fasilitas PPN. Tetapi pemberian fasilitas tersebut harus berdasarkan PP, sedang menurut analisis Penulis, penerbitan PP memakan waktu yang lama. Sedangkan keperluan akan fasilitas ini sudah mendesak. Sehingga dengan memberikan insentif PPN DTP melalui PMK dapat mempercepat proses penanganan wabah Covid-19. Selain itu, pemberian fasilitas PPN cenderung bersifat jangka panjang, sedangkan keperluan untuk penanganan wabah Covid-19, diharapkan tidak terlalu lama. Sehingga mekanisme PPN yang normal dapat berjalan kembali tanpa harus merubah PP.
Terakhir, dengan pemberian insentif PPN DTP, kinerja penerimaan pajak tidak terganggu. Tax ratio juga tetap terjaga, walaupun sumbernya berasal dari sisi pengeluaran anggaran. Hal ini diperlukan untuk tetap menjaga Indonesia dalam peningkatan Tax Ratio. Selain itu juga DJP selaku institusi dalam mengumpulkan penerimaan pajak, kinerjanya tetap bagus. Dimana target yang telah ditetapkan diharapkan dapat tercapai. Hal lain yang dapat ditambahkan adalah pemberian insentif PPN DTP, berdasarkan simulasi seharusnya dapat menurunkan harga. Sekaligus kebijakan ini tidak merugikan PKP. Sehingga dari segi sosial dan ekonomi semua diharapkan mendapat keuntungan.
Hasil Pembahasan atas Perbandingan PPN DTP Covid-19 dan PPN DTP Lainnya
Dampak signifikan wabah Covid-19 terhadap segi sosial dan ekonomi Indonesia cukup besar. Pemerintah berupaya mencari jalan keluar dalam menangani wabah tersebut. Salah satu kebijakan dalam membantu penangan wabah Covid-19 adalah dengan memberikan insentif PPN DTP. Berdasarkan kajian literatur yang telah dilakukan, penulis mencoba membandingkan antara PPN DTP atas penanganan Wabah Covid-19 dengan PPN DTP lainnya yang pernah diberikan.
Terdapat beberapa perbedaan antara PPN DTP atas wabah Covid-19 dengan PPN DTP lainnya. Perbedaan tersebut antara lain dalam PPN DTP atas wabah Covid-19, objek yang mendapat fasilitas banyak dan beragam. Hal ini dikarenakan dalam menangani wabah Covid-19, banyak objek terkait yang digunakan dalam menangani wabah Covid-19. Sedangkan PPN DTP lainnya, objek yang mendapat insentif PPN DTP lebih spesifik. Selanjutnya , pemberian insentif PPN DTP atas wabah Covid-19 dibatasi hanya beberapa bulan saja. Hal ini dikarenakan Pemerintah berharap wabah Covid-19 dapat segera tertangani. Sedangkan PPN DTP lainnya biasanya berlaku dalam satu tahun anggaran. 
Selain itu terdapat juga beberapa persamaan anatar PPN DTP atas wabah Covid-19 dengan PPN DTP lainnya. Persamaan tersebut dapat terlihat dari mekanisme pemberian insentifnya. Mekanisme yang digunakan menggunakan dasar hukum yang sama. Persamaan lainnya adalah, pemberian PPN DTP didasari atas keadaan yang bersifat mendesak. Dimana instrumen pajak sebagai fungsi regulerend sangat dibutuhkan.
KESIMPULAN
Berdasarkan pengujian permasalahan dalam penelitian ini dapat dijelaskan bahwa pemberian insentif atas PPN DTP tidak diakomodir oleh UU PPN. Walaupun begitu, pemberian insentif PPN DTP menggunakan dasar hukum UU APBN. Dimana mekanisme PK-PM sebenarnya masih berjalan, hanya beban pajak yang ada ditanggung oleh Pemerintah. Seharusnya kedepan PPN DTP dapat diakomodir oleh UU PPN atau fasilitas UU PPN dapat diberikan melalui wewenang Menteri Keuangan, untuk mempersingkat birokrasi.
Pengujian atas aturan insentif PPN DTP memperlihatkan bahwa insentif ini dikeluarkan dalam rangka membantu masyarakat menghadapi masalah yang bersifat mendesak penanganannya. Dari sekian banyak pemberian insentif PPN DTP, hampir mayoritas dilakukan untuk membantu segi ekonomi dan sosial masyarakat. Pemberian insentif PPN DTP atas wabah Covid-19, diharapkan mampu untuk membantu Pemerintah dalam menghadapi wabah Covid-19 yang mengancam kesehatan masyarakat.
Pemberian insentif PPN DTP juga diharapkan dapat memberikan harja jual yang lebih murah, tanpa merugikan PKP. Sehingga PKP dapat tetap mendapatkan laba sekaligus menyediakan BKP/JKP dengan harga yang murah. Dengan tidak mengurangi laba PKP, diharapkan produksi atas BKP/JKP yang digunakan dalam penangan wabah Covid-19 dapat terus berjalan.
IMPLIKASI DAN KETERBATASAN
Jurnal ini diharapkan mampu menambah implikasi atas penelitian PPN DTP, khususnya PPN DTP atas penanganan wabah Covid-19. Selain itu juga penelitian ini mampu menambah wawasan penulis atas penerapan fasilitas PPN. Tulisan ini juga diharapkan dapat memberi masukan bagi Pemerintah dalam membuat aturan atas fasilitas PPN. 
Penulisan penelitian ini juga mempunyai beberapa keterbatasan. Adapun keterbatasan dalam penelitian ini yang kemungkinkan dapat menimbulkan ketidakakuratan pada hasil penelitian antara lain : 
1. Penelitian ini hanya menggunakan studi literatur dan beberapa ilustrasi angka, tanpa mengunakan data angka sebenarnya dan kejadian nyata di lapangan.
2. Subjek penelitian yang diambil hanya terbatas pada PPN DTP, sedangkan fasilitas yang diberikan oleh PMK-28/PMK.03/2020 tidak sebatas pada pemberian fasilitas PPN. 
3. Membatasi pengamatan hanya atas penyerahan BKP/JKP yang mendapat fasilitas PPN DTP, tanpa membahas fasilitas PPN DTP atas impor BKP atau pemanfaatan JKP/BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean.

DAFTAR PUSTAKA (REFERENCES)


Bai, Y., Yao, L., Wei, T., Tian, F., Jin, D.-Y., Chen, L., & Wang, M. (2020). Presumed asymptomatic carrier transmission of COVID-19. Jama. 
Devi, S., Endang, A., & Destia, P. (2017). HARGA POKOK PENJUALAN ELPIJI BERSUBSIDI PT XYZ TAHUN 2016. Makalah Ilmiah Mahasiswa. 
Effendi, R. (2013). Dampak subsidi pajak minyak goreng berupa pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah terhadap perekonomian Indonesia: analisis social accounting matrix= The Impact of cooking oil's tax subsidy in the form of value added tax paid by government towards Indonesian economy: a social accounting matrix. 
LM, L. (2014). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN FASILITAS PAJAK PENGHASILAN BERUPA TAX ALLOWANCE DALAM KAITANNYA DENGAN FUNGSI REGULEREND PAJAK. Universitas Gadjah Mada, 
Nurmantu, S. (2005). Pengantar perpajakan: Yayasan Obor Indonesia.
Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER - 24/PJ/2012 Tentang Bentuk, Ukuran, Tata Cara Pengisian Keterangan, Prosedur Pemberitahuan Dalam Rangka Pembuatan, Tata Cara Pembetulan Atau Penggantian, Dan Tata Cara Pembatalan Faktur Pajak,  (2012).
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, 1 C.F.R. (2020).
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 25/PMK.011/2010 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah Atas Penyerahan Minyak Goreng Kemasan Sederhana Di Dalam Negeri Untuk Tahun Anggaran 2010,  (2010).
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 26/PMK.011/2011 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah Atas Penyerahan Minyak Goreng Kemasan Sederhana Di Dalam Negeri Untuk Tahun Anggaran 2011,  (2011).
Peraturan Menteri Keuangan RI nomor 28/PMK.03/2020 tentang Pemberian Fasilitas Pajak Terhadap Barang Dan Jasa Yang Diperlukan Dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019,  (2020).
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 29/PMK.011/2011 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah Atas Penyerahan Minyak Goreng Sawit Curah Di Dalam Negeri Untuk Tahun Anggaran 2011,  (2011).
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 88/PMK.011/2011 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah Atas Subsidi Bahan Bakar Minyak Jenis Tertentu Dan Liquefied Petroleum Gas (Lpg) Tabung 3 (Tiga) Kilogram Bersubsidi Tahun Anggaran 2011,  (2011).
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 215/PMK.03/2010 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah Atas Subsidi Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Nabati Dan Liquefied Petroleum Gas (LPG) Tabung 3 (Tiga) Kilogram Bersubsidi Tahun Anggaran 2010,  (2010).
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 228/PMK.05/2010 Tentang Mekanisme Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban atas Pajak Ditanggung Pemerintah,  (2010).
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 237/PMK.05/2011 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.05/2010 Tentang Mekanisme Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban atas Pajak Ditanggung Pemerintah,  (2011).
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 251/PMK.011/2010 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah Atas Transaksi Murabahah Perbankan Syariah Tahun Anggaran 2010,  (2010).
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Perlakuan Kepabeanan, Perpajakan, Dan Cukai Serta Tata Laksana Pemasukan Dan Pengeluaran Barang Ke Dan Dari Serta Berada Di Kawasan Yang Telah Ditetapkan Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas,  (2012).
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Beskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), 21 C.F.R. (2020).
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2003 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 146 Tahun 2000 Tentang Impor Dan Atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu Dan Atau Penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu Yang Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai,  (2003).
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2015 Tentang Penyerahan Air Bersih Yang Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai,  (2015).
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2019 Tentang Impor Dan Penyerahan Alat Angkutan Tertentu Serta Penyerahan Dan Pemanfaatan Jasa Kena Pajak Terkait Alat Angkutan Tertentu Yang Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai,  (2019).
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2015 Tentang Impor Dan/Atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu Yang Bersifat Strategis Yang Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai,  (2015).
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2015 Tentang Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu Yang Bersifat Strategis Yang Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai,  (2015).
Sanusi, A. (2011). Metodologi penelitian bisnis. In: Jakarta: Salemba Empat.
Sunarta, K. (2010). Analisis kebijakan stabilisasi harga minyak goreng Indonesia. JIAFE (Jurnal Ilmiah Akuntansi Fakultas Ekonomi), 1(1), 1-13. 
Surrey, S. S. (1970). Tax incentives as a device for implementing government policy: a comparison with direct government expenditures. Harvard Law Review, 705-738. 
Widyaningrum, A. (2012). Implementasi Kebijakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas Subsidi quefied Petroleum Gas (LPG) Tabung 3 Kilogram. In: Skripsi tidak Diterbitkan.(www. lib. ui. ac. id/file.


image2.emf
Perolehan Nilai (Rp)

Harga Perolehan 100.000.000  

PM 10.000.000    

Nilai Perolehan 110.000.000  

Penyerahan Nilai (Rp)

Harga Penyerahan 110.000.000  

PK -                     

PM Tidak Dapat Dikreditkan 10.000.000    

Nilai Penyerahan 120.000.000  

Laba Nilai (Rp)

Nilai Penyerahan 120.000.000  

Nilai Perolehan 110.000.000  

Laba 10.000.000    


image3.emf
Perolehan Nilai (Rp)

Harga Perolehan 100.000.000  

PM 10.000.000    

Nilai Perolehan 110.000.000  

Penyerahan Nilai (Rp)

Harga Penyerahan 110.000.000  

PK -                     

Nilai Penyerahan 110.000.000  

PPN Terutang Nilai (Rp)

PK -                     

PM 10.000.000    

Lebih Bayar PPN 10.000.000 -   

Laba Nilai (Rp)

Nilai Penyerahan 110.000.000  

Nilai Perolehan 110.000.000 - 

Lebih Bayar PPN 10.000.000    

Laba 10.000.000    


image4.emf
Perolehan Nilai (Rp)

Harga Perolehan 100.000.000  

PM 10.000.000    

Nilai Perolehan 110.000.000  

Penyerahan Nilai (Rp)

Harga Penyerahan 110.000.000  

PK -                     

Nilai Penyerahan 110.000.000  

PPN Terutang Nilai (Rp)

PK -                     

PM 10.000.000    

Lebih Bayar PPN 10.000.000 -   

Laba Nilai (Rp)

Nilai Penyerahan 110.000.000  

Nilai Perolehan 110.000.000 - 

Lebih Bayar PPN 10.000.000    

Laba 10.000.000    


image5.png
Transaksi pendapatan P-DTP dicatat dengan kode akun sebagai berikut:
Pendapatan PPh DTP sebagai berikut:

b.

c.

411141 (Pendapatan PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah);

411142 (Pendapatan PPh Pasal 22 Ditanggung Pemerintah);

411143 (Pendapatan PPh Pasal 22 Impor Ditanggung Pemerintah);

411144 (Pendapatan PPh Pasal 23 Ditanggung Pemerintah);

411145 (Pendapatan PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi Ditanggung Pemerintah);
411146 (Pendapatan PPh Pasal 25/29 Badan Ditanggung Pemerintah);
411147 (Pendapatan PPh Pasal 26 Ditanggung Pemerintah);

411148 (Pendapatan PPh final Ditanggung Pemerintah);

411149 (Pendapatan PPh non migas lainnya Ditanggung Pemerintah).

Pendapatan PPN DTP sebagai berikut:

1)
2)
3)

411231 (Pendapatan PPN Dalam Negeri Ditanggung Pemerintah);
411232 (Pendapatan PPN Impor Ditanggung Pemerintah);
411239 (Pendapatan PPN Lainnya Ditanggung Pemerintah).

Pendapatan Pajak Lainnya DTP sebagai berikut:

1)
2)

411631 (Pendapatan Bunga Penagihan PPh Ditanggung Pemerintah);
411632 (Pendapatan Bjpga Penagihan PPN Ditanggung Pemerintal

Transaksi belanja subsidi P-DTP dicatat'tengan kode akun sebagai berikut:
551321 (Belanja Subsidi PPh Ditanggung Pemerintah);
551322 (Belanja Subsidi PPN Ditanggung Pemerintah).

a.
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